
BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan tata
kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka
sesuai ke tentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu menghapus fungsi koordinasi
terhadap Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan
jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Dinas
P e r u m a h a n dan K a w a s a n P e r m u k i m a n ;

b . bahwa dengan dihapusnya fungsi koordinasi sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk memberikan pedoman bagi

jabatan fungsional dalam mengajukan penyelarasan kegiatan

dan hasil kerja kedalam butir kegiatan jabatan fungsional untuk
dinilai dan ditetapkan sebagai capaian angka kredit sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang J a b a t a n

Fungsional, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas P e r u m a h a n dan Kawasan Pe rmuk iman

perlu diganti;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
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Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara T i m u r (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014
Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2023 tentang

P e n e t a p a n P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2 0 2 3 N o m o r 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

N e g a r a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 3
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

N o m o r 6897);
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016
Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 t e n t a n g Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ( L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9
Nomor 1 8 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Ta h u n 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017

t e n t a n g Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
R e p u b l i k Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

8 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d a n
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412) ;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 2 5 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah

untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang J a b a t a n
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 5 4 ) ;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
d a n Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kabupaten Lombok Tirnur.
2 . Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Lombok Timur.

4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangar Daerah.
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5 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

6. • Dinas adalah D i n a s Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan

d a n kawasan permukiman.
7 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman.
8 . Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang

tertentu pada Dinas.
9 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

1 0 . Pejabat Fugsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.
1 2 . Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional
yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 4 . Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit

Organisasi tertentu.
1 5 . Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain
yang diberi pendelegasian kewenangan.

BAB I I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
( 1 ) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang perumahan dan kawasan permukiman.
( 2 ) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 3

( 1 ) S u s u n a n Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
P a s a l 2 , sebagai berikut:
a . Kepala Dinas;
b . Sekretariat Dinas, terdiri atas:

1 . S u b b a g i a n Program dan K e u a n g a n ; d a n
2 . Subbagian U m u m d a n Kepegawaian.

c . Bidang Pengembangan Perumahan;
d . Bidang Kawasan Permukiman;
e . U P T; dan
f . P a d a Sekretariat Dinas dan setiap Bidang sebagaimana

dimaksud pada huruf b, h u r u f c , dan huruf d terdapat
Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan

Pelaksana.
( 2 ) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
( 3 ) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

y a n g b e r a d a di bawah d a n bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

( 4 ) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian y a n g berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

(5) U P T dipimpin oleh seorang Kepala U F T y a n g berada di bawah
d a n bertanggung j awab kepada Kepala Dinas.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran
y a n g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
B u p a t i i n i .

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

( 1 ) D i n a s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Daerah.
( 2 ) D a l a m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a y a t

(1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
a . pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan,

pemantauan dan evaluasi rumah u m u m ;
b . pendataan, perencanaan, perberdayaan, bantuan,

pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
c . pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan

kua l i t a s perumahan k u m u h dan permukiman kumuh,
pemanfaatan d a n pengendalian kawasan permukiman;
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d . perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana

dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai
luasan wilayah yang ditetapkan;

e . pelaksanaan administrasi Dinas; dan
f . pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
S e k r e t a r i a t D i n a s

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan

administrasi umum, perencana program dan anggaran serta
ketatausahaan.

( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
a . penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan Dinas;
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Dinas;

c . pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
administrasi di lingkungan Dinas;

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
e. pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
f . pengoordinasian penyusunan Peta Jabatan berdasarkan

analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas
terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

P a s a l 6

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 , mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi:

a penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program,
monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;

b . menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP);

c . pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;



- 7 -

d . menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah;

e . menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan
tahunan;

f . melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program d a n
kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;

g. penatausahaan keuangan Dinas;
h . penyusunan pelaporan keuangan;
i. penyusunan per tanggungjawaban anggaran Dinas; dan
j . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

a tasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7
( 1 ) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 , mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana,

pelaksanaan hubungan masyarakat d a n informasi publik,
a r s i p d a n dokumentasi, r umah tangga dan perlengkapan, serta

urusan tata usaha.
( 2 ) D a l a m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p a d a ayat

(1) , Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungs i :
a . pengelolaan rumah tangga dan tata. usaha Dinas;
b . p e l a k s a n a a n hubungan masyarakat;
c . pelaksanaan d a n administrasi kepegawaian dan sistem

informasi;
d . penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta
urusan dokumentasi dan informasi hukum;

e . pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
f . pengelolaan d a n pelayanan informasi publik;
g . penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
h . p e n y u s u n a n peta proses bisnis dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Dinas;
i . penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan,

analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh
jabatan di lingkungan Dinas; dan

j . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Perumahan

Pasal 8

(1) B i d a n g Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas

melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan,
pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang

perumahan pada tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan
perundangan.



- 8 -

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) , Bidang Pengembangan Perumahan menyelenggarakan
fungsi:
a . pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana atau relokasi program Kabupaten;
b. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan

rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
Kabupaten;

c. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau
relokasi program Kabupaten;

d . pendistribusian dan serah terima rumah bagi rumah korban
bencana atau relokasi program Kabupaten;

e. pelaksanaan pembinaan pengelolaan rumah susun umum
dan/ atau rumah khusus;

f . pelaksanaan penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan;

g. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKGB);

h . penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
perumahan;

i . penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana.

dan utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
j . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan sesuai t ugas d a n fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 9

( 1 ) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan

pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan
kualitas p e r m u k i m a n kumuh, serta pemanfaatan dan

pengendalian kawasan permukiman.
( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ) , kelompok Bidang Kawasan P e r m u k i m a n

menyelenggarakan fungsi:
a . penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman;
b . penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) Ha;
c. peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) Ha; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

( 1 ) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pra tama
atau jabatan eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan adminis t ra tor atau
jabatan eselon III.a.

(3)• Kepala Bidang merupakan jaba tan adminis t ra tor a t au jabatan
eselon III.b.

( 4 ) Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan
pengawas atau jabatan eselon IV.a.

P a s a l 1 1
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
P e n e t a p a n

P a s a l 12
( 1 ) D i lingkungan Dinas dapa t ditetapkan Kelompok Jabatan

Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
p e r a t u r a n perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
( 3 ) Kebutuhan jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan

Fungsional d a n Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada a y a t (1), ditentukan berdasarkan atas analisis jabatan
dan beban kerja.

( 4 ) Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana sebagaimana d i m a k s u d pada a y a t (3)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 13
( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
( 2 ) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, mempunyai tugas dan fungsi sebagai penunjang
pelaksanaan tugas-tugas pimpinan unit organisasi dalam
m e n d u k u n g tujuan organisasi.
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(3) D a l a m pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada a y a t (1)
dan ayat (2) , Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam t i m
kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja

organisasi.
( 4 ) T i m k e r j a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri a t a s

ketua d a n anggota sesuai kebutuhan.
( 5 ) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) berasal dari

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditugaskan
o l e h pimpinan u n i t organisasi dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas.
(6) T i m kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

melibatkan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang
berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi,

dan/atau lintas Perangkat Daerah.
( 7 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas d a n

penugasan Kelompok Jabatan Fungsional d a n Jabatan
Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 14

( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 3 , wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada
Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

(2) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada a y a t (1)
ada l ah Pejabat Administrator yang diangkat untuk memimpin
U n i t Organisasi dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan yang mendapat
pendelegasian wewenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
bagi Pejabat Fungsional pada jenjang Jabatan Fungsional Ahli
Madya ke atas, dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
( 4 ) D a l a m h a l tidak terdapat Pejabat Administrator dan/atau

P e j a b a t Pengawas sebagaimana diraksud pada a y a t (2),
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama.

( 5 ) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada a y a t (1) disesuaikan dengan struktur

organisasi Perangkat Daerah.
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BAB VI
TATA KERJA

( 1 ) Dalam m e l a k s a n a k a n tugas d a n fungsinya Kepala Dinas,
Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala UPT selaku pimpinan satuan organisasi wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang

diperlukan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud

pada a y a t (2), bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) yang
diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

P a s a l 16

(1) Dinas dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, wajib:
a . menyusun peta proses bisnis dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang m e n g g a m b a r k a n tata h u b u n g a n kerja
yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di lingkungan
Dinas; dan

b. mengusulkan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan,
analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di lingkungan Dinas.

(2) Peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

( 3 ) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Unit Organisasi
yang membidangi urusan Organisasi.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1 7
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati i n i , Pejabat di lingkungan

Dinas tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai dengan
ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 8
P a d a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022
N o m o r 9 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong

pada tan ggal

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan d i Selong
pada tanggal

P j . SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3 9
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